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Pemohon : Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dalam 
hal ini diwakil Khoirunnisa Nur Agustyati sebagai Ketua 
Pengurus Yayasan Perludem dan Irmalidarti sebagai 
Bendahara Pengurus Yayasan Perludem 

Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) 

Pokok Perkara : Pengujian Pasal 187 ayat (1), Pasal 187 ayat (5), Pasal 189 ayat 
(1), Pasal 189 ayat (5), dan Pasal 192 ayat (1) UU 7/2017 
terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), 
dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 

                                          Dalam Provisi: 
                                               Menolak permohonan provisi Pemohon; 
                                          Dalam Pokok Permohonan: 
Amar Putusan : 1.  Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 
            2. Menyatakan ketentuan norma Pasal 187 ayat (5) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki 
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, 
“Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan jumlah kursi  setiap daerah pemilihan anggota 
DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam 
Peraturan KPU”; 

     3. Menyatakan ketentuan norma Pasal 189 ayat (5) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945  dan tidak memiliki 
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, 
“Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota 
DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diatur di dalam Peraturan KPU”; 
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   4. Menyatakan Lampiran III dan Lampiran IV Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan 
hukum mengikat; 

           5.  Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara 
Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 

           6.  Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. 
Tanggal Putusan : Selasa, 20 Desember 2022 
Ikhtisar Putusan : 

 Pemohon adalah adalah Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang 
merupakan Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). 
Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya ketentuan 187 ayat 
(1), Pasal 187 ayat (5), Pasal 189 ayat (1), Pasal 189 ayat (5), dan Pasal 192 ayat (1) UU 
7/2017, karena telah membuat tahapan penyusunan daerah pemilihan menjadi tidak 
demokratis, dan bertentangan dengan prinsip pemilihan umum yang langsung, umum, 
bebas, rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil).  
 Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah), oleh karena 
yang dimohonkan pengujian adalah undang-undang in casu UU 7/2017 terhadap UUD 1945, 
maka Mahkamah berwenang untuk mengadilli permohonan a quo. 
 Bahwa berkenaan dengan kedudukan hukum sebagai Organisasi Non Pemerintah 
LSM yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri 
di tengah masyarakat, yang didirikan dalam rangka turut serta mewujudkan Pemilu yang 
demokratis dan demokratisasi di Indonesia dan telah melakukan berbagai macam 
usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus menerus antara lain berbagai aktivitas yang 
berkaitan dengan penataan daerah pemilihan untuk menciptakan penyelenggaraan pemilu 
yang sesuai dengan daulat rakyat, luber dan jurdil, serta memberi kepastian hukum. 
Berdasarkan Pasal 16 angka 5 Akta Yayasan Perludem Tahun 2011 menyebutkan Pengurus 
berhak mewakili Yayasan di dalam  dan di luar pengadilan serta berdasarkan Pasal 18 angka 
1 Akta Yayasan Perludem yang menyebutkan bahwa Ketua Umum bersama dengan salah 
seorang anggota pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus 
serta mewakili Yayasan untuk mewakili di pengadilan. Adapun berdasarkan Akta Pernyataan 
Keputusan Pembina Yayasan Perludem Tahun 2020 Pengurus Yayasan terdiri dari Ketua 
(Khoirunnisa Nur Agustyati), Sekretaris (Fadli Ramadhanil), dan Bendahara (Irmalidarti) dan 
Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo diwakili oleh Ketua dan Bendahara. 
Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena pemberlakuan  pasal-pasal yang 
dimohonkan pengujian dalam UU a quo berdampak negatif pada kualitas penyelengaraan 
pemilihan umum, khususnya dalam pembentukan daerah pemilihan yang tidak konsisten, 
tidak berkepastian hukum, dan telah menimbulkan daerah pemilihan dan alokasi kursi yang 
tidak proporsional dan tidak berkeadilan dan bertentangan dengan tujuan organisasi 
Pemohon, serta membuat aktivitas-aktivitas yang sudah dilakukan oleh Pemohon untuk 
mencapai tujuan organisasi menjadi sia-sia. 
 Bahwa Pemohon telah menguraikan secara spesifik hak konstitusionalnya yang 
menurut Pemohon dirugikan atau setidak-tidaknya potensial dirugikan oleh berlakunya 
norma Pasal 187 ayat (1), Pasal 187 ayat (5), Pasal 189 ayat (1), Pasal 189 ayat (5), dan 
Pasal 192 ayat (1) UU 7/2017. Selain itu, telah tampak pula hubungan kausal (causal 
verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian 
yang apabila permohonan dikabulkan, kerugian atau potensi kerugian sebagaimana 
dimaksud oleh Pemohon tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau 
tidaknya dalil-dalil permohonan, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak 
sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. 
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Berkenaan dengan permohonan provisi yang pada pokoknya memohon agar 
Mahkamah memrioritaskan pemeriksaan perkara a quo dengan alasan karena penyusunan 
daerah pemilihan bukan hanya berdampak pada keseluruhan tahapan pemilu, namun juga 
menjadi tahapan yang sangat determinan dalam memulai tahapan pemilu. Terhadap 
permohonan provisi tersebut, setelah Mahkamah mencermati permohonan provisi a quo, 
merujuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan 
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (PKPU 3/2022) yang telah 
menjadwalkan tahapan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan sebagai 
salah satu rangkaian tahapan pemilihan umum yang telah dimulai sejak 14 Oktober 2022 
dan penyusunannya akan berakhir pada tanggal 9 Februari 2023. Karena sebagian dari 
norma yang diuji konstitusionalitasnya oleh Pemohon memerlukan keterangan para pihak 
sebagaimana dimaksudkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi (UU MK), mengharuskan Mahkamah untuk menyelenggarakan 
persidangan pleno untuk mendengar berbagai pihak dimaksud, sehingga menyebabkan 
penyelesaian perkara a quo tidak memungkinkan dilakukan sebelum dimulainya tahapan 
penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan, yaitu pada tanggal 14 Oktober 2022. Dengan 
demikian, permohonan provisi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan 
menurut hukum 

Berkenaan dengan pokok permohonan, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa 
pemberlakuan Pasal 187 ayat (1), Pasal 187 ayat (5), Pasal 189 ayat (1), Pasal 189 ayat (5), 
dan Pasal 192 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, karena 
proses pembagian daerah pemilihan yang terdapat pada UU 7/2017, sama sekali tidak 
mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat, karena adanya pembagian daerah pemilihan yang 
tidak proporsional. Selain itu juga terdapat pertentangan dengan ketentuan di dalam Pasal 1 
ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. UU 7/2017 tidak hanya menjadikan daerah 
pemilihan di Pemilu DPR sebagai lampiran yang tidak terpisahkan melainkan 
menambahkan lampiran daerah pemilihan DPRD provinsi, dengan kata lain KPU tidak lagi 
berwenang membentuk daerah pemilihan DPRD provinsi dan KPU hanya memiliki 
kewenangan untuk membentuk daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota, sehingga terdapat 
inkonsistensi dan ketidakpastian hukum dari pengaturan Pasal 187 ayat (5) dan Pasal 
189 ayat (5) UU 7/2017 yang mengatur penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi 
anggota DPR dan DPRD provinsi menjadi lampiran UU a quo. Sementara pengaturan di 
dalam Pasal 192 ayat (4) UU a quo, menyebutkan penyusunan daerah pemilihan dan alokasi 
kursi anggota DPRD kabupaten/kota, diatur melalui Peraturan KPU. Ketentuan yang 
mengatur bahwa alokasi kursi untuk setiap provinsi dan setiap daerah pemilihan sudah 
dikunci dalam Lampiran III dan Lampiran IV UU a quo, telah menutup kemungkinan 
terjadinya penambahan atau pengurangan kursi DPRD provinsi berdasarkan situasi aktual 
jumlah penduduk untuk masing-masing provinsi menjelang penyelenggaraan pemilihan 
umum dan terdapatnya daerah otonomi baru seperti Papua. 

Bahwa secara sistematis, norma Pasal 187 ayat (1), Pasal 189 ayat (1), dan Pasal 192 
ayat (1) UU 7/2017 yang diuji konstitusionalitasnya oleh Pemohon berada dalam satu bab, 
yaitu Bab III tentang “Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan”. Ketika menguraikan norma 
dalam Bab III dimaksud, pembentuk undang-undang memulai pengaturan norma di dalam 
bab a quo dengan ketentuan noma Pasal 185 UU 7/2017 yang memaktubkan prinsip dalam 
penyusunan daerah pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. 
Dalam hal ini, norma Pasal 185 UU 7/2017 menyatakan, “penyusunan daerah pemilihan 
anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota memperhatikan prinsip, yaitu:  a. 
kesetaraan nilai suara; b. ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional; c. 

proporsionalitas; d. integralitas wilayah; e. berada dalam cakupan wilayah yang sama; f. 

kohesivitas; dan g. kesinambungan”. Adapun makna “prinsip” secara normatif, Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
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2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011) tidak 
memberikan pengertian tentang kata “prinsip” dimaksud. Satu-satunya pedoman untuk 
menjelaskan kata dimaksud yaitu dengan merujuk Lampiran I UU 12/2011 ketika 
menjelaskan ihwal Teknik Penyususan Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan. 
Berkenaan dengan hal ini, UU 12/2011 menyejajarkan penulisan kata “asas” dan kata 
“prinsip” menggunakan pola menempatkan keduanya dengan garis miring. Penyejajaran 
penulisan kedua kata dimaksud dapat ditemui ketika menuliskan kalimat: “kajian terhadap 
asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma”. Namun demikian, dalam Kamus Besar 
Bahasa Indonesia (KBBI) online, kata “asas” dimaknai sebagai dasar, yaitu sesuatu yang 
menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat. Sementara kata “prinsip” dimaknai sebagai 
asas, yaitu sesuatu kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir, bertindak, dan 
sebagainya. Sekalipun secara gramatikal, kata “asas” dan kata “prinsip” dapat dibedakan, 
namun membedakan keduanya secara tegas menjadi sesuatu yang tidak mudah dilakukan. 
Menurut Mahkamah, penyejajaran penulisan kata “asas” dan kata “prinsip” dalam UU 
12/2011 karena keduanya memiliki kelindan. Dalam hal ini, secara doktriner, karena di 
dalamnya mengandung makna “memiliki kebenaran”, keberadaan kata “prinsip” menguatkan 
posisi asas. Artinya, keberadaan prinsip-prinsip hukum dalam unsur-unsur pembentukan 
hukum adalah memperkuat agar nilai-nilai hukum yang terkandung dalam suatu asas-asas 
hukum diterima oleh masyarakat. 7 (tujuh) prinsip penyusunan daerah pemilihan anggota 
DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dalam norma Pasal 185 UU 7/2017 
dimaksudkan untuk memperkuat asas-asas pemilihan umum, yaitu asas langsung, umum, 
bebas, rahasia, jujur, adil, dan dilaksanakan secara berkala dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945. Selain itu, 7 (tujuh) prinsip penyusunan daerah pemilihan anggota DPR, DPRD 
provinsi dan DPRD kabupaten/kota dalam norma Pasal 185 UU 7/2017 juga memperkuat 
asas pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU 7/2017. Dengan keberadaan 
kata “prinsip” berkelindan dengan kata “asas” dan sekaligus memperkuat keberadaan asas, 
jika dikaitkan dengan keseluruhan norma dalam Bab III UU 7/2017, penerapan norma-norma 
lain yang berada dalam lingkup penyusunan daerah pemilihan harus tunduk pada prinsip 
yang ditentukan dalam norma Pasal 185 UU 7/2017. Keharusan untuk tunduk pada prinsip 
tersebut merupakan bentuk nyata atas pemenuhan asas-asas pemilihan umum yang diatur 
dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Pasal 185 UU 7/2017 harus diposisikan sebagai norma 
yang menyinari sekaligus mewadahi kebenaran yang menjadi dasar berfikir dan sekaligus 
dasar bertindak segala hal yang berkaitan dengan penyusunan daerah pemilihan anggota 
DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Menurut Mahkamah, ketujuh prinsip 
penyusunan daerah pemilihan tersebut wajib dijadikan dasar dalam menyusun daerah 
pemilihan. Namun, setelah Mahkamah mencermati norma Pasal 187 ayat (1), Pasal 189 
ayat (1), dan Pasal 192 ayat (1) UU 7/2017, ketiga norma a quo tersebut berisikan ruang 
lingkup daerah pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Artinya, 
sekiranya terdapat ketidaksesuaian antara prinsip-prinsip dengan praktik penyusunan 
daerah pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, hal demikian 
haruslah dipandang sebagai persoalan implementasi norma, bukan merupakan persoalan 
konstitusionalitas norma. Terlebih lagi, dalam teknis penyusunan norma, menambahkan 
makna sebagaimana yang dikehendaki Pemohon, yaitu dengan cara menambahkan frasa 
“yang penyusunannya didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 185” untuk norma Pasal 187 
ayat (1), Pasal 189 ayat (1), dan Pasal 192 ayat (1) UU 7/2017 adalah sesuatu yang 
berlebihan. Apalagi, penambahan pemaknaan sebagaimana yang dikehendaki Pemohon 
dapat menggerus posisi Pasal 185 sebagai norma yang menyinari dan mewadahi kebenaran 
dasar berfikir dan sekaligus dasar bertindak dalam menyusun daerah pemilihan 
sebagaimana termaktub dalam norma Pasal 187 ayat (1), Pasal 189 ayat (1), dan Pasal 192 
ayat (1) UU 7/2017. Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.  

Bahwa semua rangkaian kontestasi pemilihan umum harus tunduk pada tahapan 
penyelenggaraan pemilihan umum. Dalam hal ini, penetapan jumlah kursi dan penetapan 
daerah pemilihan merupakan salah satu dari 11 (sebelas) tahapan pemilihan umum yang 
ditentukan dalam Pasal 167 ayat (4) UU 7/2017. Secara konseptual, penetapan daerah 
pemilihan merupakan salah satu unsur yang membangun sistem pemilihan umum. Dengan 
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demikian, penetapan daerah pemilihan merupakan bagian dari proses kontestasi pemilihan 
umum. Sebab, posisi daerah pemilihan merupakan bagian dari kompetisi bagi seluruh 
kontestan pemilihan umum untuk meraih suara pemilih dan penentuan perolehan jumlah 
kursi DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Sebagai area kompetisi, penentuan 
daerah pemilihan dan alokasi kursi harus rasional dan memenuhi prinsip-prinsip penentuan 
daerah pemilihan dan alokasi kursi. Demi menjaga rasionalitas dan pemenuhan prinsip-
prinsip dalam menentukan daerah pemilihan dan alokasi kursi harus dilakukan dalam 
kerangka penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 
1945. Selain itu, data kependudukan yang dinamis harus pula dijadikan sebagai basis utama 
penentuan daerah pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari 
suatu kontestasi pemilihan umum ke kontestasi periode berikutnya. Pengaturan terkait 
dengan daerah pemilihan sejak penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1999. Dalam hal 
ini, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (UU 3/1999)  dan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD 
(UU 12/2003) menempatkan KPU sebagai lembaga yang berwenang membentuk daerah 
pemilihan. Pengaturan daerah pemilihan dalam kedua undang-undang a quo hanya diatur 
dalam pasal-pasal dan tidak termasuk memuat dalam lampiran undang-undang.  Berbeda 
dengan kedua undang-undang di atas, sejak penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 
2009, pengaturan daerah pemilihan tidak hanya dalam pasal-pasal undang-undang tetapi 
pemuatan daerah pemilihan anggota DPR dan DPRD provinsi juga dimuat dalam lampiran 
undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum 
Anggota DPR, DPD, dan DPRD; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan 
Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan UU 7/2017. Artinya, pengaturan daerah 
pemilihan demikian telah berjalan lebih kurang selama 3 (tiga) periode pemilihan umum. 
Selama itu pula, proses evaluasi terhadap pengaturan daerah pemilihan belum pernah 
dilakukan, kecuali apabila terdapat pemekaran daerah, baik provinsi atau kabupaten/kota 
yang kemudian diiringi dengan penambahan jumlah daerah pemilihan dan kursi DPR. Oleh 
karena itu, praktik pelaksanaan tiga kali pemilihan umum dimaksud sudah kuat menjadi 
basis penilaian terhadap pengaturan daerah pemilihan yang diadopsi dalam UU 7/2017. 
Adapun berkenaan dengan pemuatan daerah pemilihan dalam lampiran undang-undang, hal 
itu akan berdampak terhadap ketidaksinkronan antar-norma yang mengatur prinsip daerah 
pemilihan dengan lampiran undang-undang yang mencantumkan pembagian daerah 
pemilihan. Ketidaksinkronan dimaksud akan bermuara terjadinya ketidakpastian hukum dan 
sekaligus berdampak pada kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum. UU 7/2017 
mengatur penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum merupakan tugas KPU. 
Pengaturan demikian merupakan konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 22E ayat (5) UUD 
1945. Berkaitan dengan hal ini, ketentuan Pasal 12 huruf d UU 7/2017 menyatakan, “KPU 
bertugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua 
tahapan pemilihan umum”. Jika ketentuan Pasal 167 ayat (4) dan Pasal 12 UU 7/2017 
dibaca dalam hubungan sistematis, konstruksi normanya secara sederhana dipahami 
“pelaksanaan tahapan pemilihan umum berupa penetapan daerah pemilihan merupakan 
tugas dari KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum”. Bilamana daerah pemilihan 
ditetapkan sebagai bagian dari undang-undang, berarti pembentuk undang-undang telah 
mengambil peran dalam penetapan daerah pemilihan. Padahal, penetapan daerah pemilihan 
merupakan suatu tahapan dari penyelenggaraan pemilihan umum yang berada dalam 
lingkup tugas KPU. Dengan demikian, selama penetapan daerah pemilihan menjadi bagian 
dari Lampiran undang-undang, KPU akan kehilangan peran secara signifikan dalam 
penentuan daerah pemilihan. Bagaimanapun dengan diaturnya daerah pemilihan dalam 
lampiran undang-undang, penetapan daerah pemilihan tidak lagi menjadi bagian dari tugas 
KPU. Realitas demikian menunjukkan terdapat contradictio in terminis antara norma yang 
mengatur tentang penetapan daerah pemilihan dan wewenang KPU untuk menetapkan 
daerah pemilihan dengan ketentuan yang mengatur tentang daerah pemilihan dan 
pencantuman daerah pemilihan anggota DPR dan DPRD provinsi. Kondisi ini tentunya tidak 
sejalan dengan mandat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Bahwa dengan maksud menjaga 
penerapan asas adil dalam penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana amanat norma 
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Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan mengakhiri ketidakpastian hukum yang muncul akibat 
ketidaksinkronan norma yang satu dengan yang lain terkait dengan penetapan daerah 
pemilihan dalam UU Pemilihan Umum. Langkah yang mesti dilakukan adalah mengeluarkan 
rincian pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi dari lampiran UU 7/2017 dan 
menyerahkan penetapannya kepada KPU melalui Peraturan KPU. Pilihan ini akan sejalan 
dengan kerangka tugas KPU dan tahapan pemilihan umum yang diatur UU 7/2017. Artinya, 
dengan mengembalikan tugas penetapan daerah pemilihan, in casu penetapan daerah 
pemilihan serta alokasi kursi pada masing-masing daerah pemilihan, baik bagi anggota DPR 
maupun DPRD provinsi, segala potensi pertentangan UU 7/2017 dengan UUD 1945 akibat 
adanya ketidakpastian hukum akan dapat dijawab dan diakhiri. Dalam hal ini, Undang-
Undang Pemilihan Umum cukup mengatur prinsip-prinsip penentuan daerah pemilihan, 
jumlah kursi minimal dan maksimal setiap daerah pemilihan, serta total jumlah kursi DPR 
dan DPRD. Sementara itu, rincian berkenaan dengan pembagiannya diserahkan kepada 
KPU untuk diatur dengan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan Pasal 167 ayat (8) UU 
7/2017 yang intinya menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tahapan 
penyelenggaraan pemilihan umum diatur dengan Peraturan KPU. Dengan mengembalikan 
tugas ini kepada KPU maka perubahan jumlah penduduk yang menjadi basis penetapan 
daerah pemilihan akan lebih mudah dan cepat dilakukan dan disesuaikan tanpa harus 
mengubah undang-undang. Pilihan ini lebih tepat untuk menghindari atau mengatasi soal 
ketidakpastian hukum akibat pencantuman rincian daerah pemilihan dalam lampiran undang-
undang. Namun demikian, hal terpenting yang harus dilakukan, dalam menyusun peraturan 
dimaksud, KPU tetap berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah [vide Pasal 75 ayat (4) UU 
7/2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016]. Apabila dikaitkan 
dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 mengembalikan tugas penentuan daerah pemilihan 
secara utuh kepada KPU, termasuk daerah pemilihan DPR dan DPRD provinsi dapat 
menjaga kualitas penyelenggaran pemilihan umum. Terkait dengan hal tersebut, 
mempertahankan tugas KPU dalam semua tahapan pemilu sejak awal hingga akhir, menjadi 
bagian dari upaya menjaga independesi penyelenggaraan pemilihan umum. Sebab, 
bilamana terdapat pihak lain yang ikut menentukan tahapan, terbuka kemungkinan terjadinya 
benturan kepentingan (conflict of interest). Benturan kepentingan tersebut amat mudah 
dilacak dari kebijakan penentuan daerah pemilihan, terutama daerah pemilihan bagi anggota 
DPR. Terlebih lagi, dalam perkembangan penentuan daerah pemilihan disadari terdapat 
daerah-daerah yang tidak proporsional dalam pendistribusian jumlah kursi di DPR atau 
ketidakberimbangan jumlah penduduk dengan jumlah alokasi kursi DPR. Karena itu, secara 
faktual, terdapat sejumlah provinsi yang memiliki keterwakilan atau alokasi kursi di DPR lebih 
besar dibandingkan proporsi jumlah penduduk (over represented) dan terdapat pula 
sejumlah provinsi yang memiliki keterwakilan atau alokasi kursi di DPR lebih kecil jika 
dibandingkan proporsi jumlah penduduk (under represented). Apabila fakta tersebut tidak 
diperbaiki, penentuan jumlah kursi akan semakin menjauh dari keadilan keterwakilan wilayah 
dan prinsip proporsionalitas dalam sistem pemilihan umum proporsional. Dengan demikian 
agar ketentuan dalam norma Pasal 187 ayat (5) dan Pasal 189 ayat (5) UU 7/2017 termasuk 
Lampiran III dan Lampiran IV berkenaan dengan pengaturan daerah pemilihan anggota DPR 
dan anggota DPRD provinsi agar tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat 
(3), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Mahkamah tidak mempunyai 
pilihan dan demi mewujudkan penyelenggaraan pemilihan yang jurdil, menyatakan bahwa 
daerah pemilihan dan jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan, termasuk untuk DPR dan 
DPRD provinsi diatur dalam Peraturan KPU sebagaimana dimuat dalam amar putusan a 
quo. Karena penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi diatur dalam Peraturan KPU, 
maka implikasinya Lampiran III UU 7/2017 yang menentukan Daerah Pemilihan Anggota 
DPR RI dan Lampiran IV UU 7/2017 yang menentukan Daerah Pemilihan Anggota DPRD 
Provinsi harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan 
hukum mengikat, sehingga dalil Pemohon beralasan menurut hukum.  

Oleh karena kewenangan penetapan rincian daerah pemilihan dan alokasi kursi DPR 
dan DPRD provinsi kembali menjadi wewenang KPU, sementara tahapan penetapan jumlah 
kursi dan penetapan daerah pemilihan sudah dimulai sejak tanggal 14 Oktober 2022 dan 
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akan berakhir pada tanggal 9 Februari 2023. Artinya, tahapan dimaksud belum berakhir, 
Mahkamah perlu menegaskan agar dalam menetapkan daerah pemilihan dan jumlah kursi di 
setiap daerah pemilihan disusun sesuai dengan prinsip-prinsip penetapan daerah pemilihan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 185 UU 7/2017. Selain itu, dalam penentuan daerah 
pemilihan dan evaluasi penetapan jumlah kursi di masing-masing daerah pemilihan 
sebagaimana dimaksudkan dalam Putusan a quo dilaksanakan untuk kepentingan 
penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan pemilihan umum selanjutnya. 

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan 
putusan yang amarnya menyatakan: 
Dalam Provisi: 
       Menolak permohonan provisi Pemohon; 
Dalam Pokok Permohonan: 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 
2. Menyatakan ketentuan norma Pasal 187 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, 
“Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi  
setiap daerah pemilihan anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diatur dalam Peraturan KPU”; 

3. Menyatakan ketentuan norma Pasal 189 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945  dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, 
“Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi 
setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diatur di dalam Peraturan KPU”; 

4. Menyatakan Lampiran III dan Lampiran IV Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan 
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak 
memiliki kekuatan hukum mengikat; 

5. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia 
sebagaimana mestinya; 

6. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. 

 

 

 

 

 

  


